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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMENTAN/PP.140/11/2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 75/Permentan/0OT.140/11/2011 TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, mutu
produk, dan melindungi konsumen serta kelestarian
fungsi lingkungan hidup, maka produk di bidang
pertanian perlu disertifikasi;

bahwa Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 75/PERMENTAN/OT.140/11/2011
tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta
perubahan organisasi dan tata kerja, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 tentang Lembaga

Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
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9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
75/PERMENTAN/OT.140/11/2011 tentang Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 779);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
12/PERMENTAN/OT.140/4/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 698);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
75/Permentan/0T.140/11/2011 TENTANG LEMBAGA
SERTIFIKASI PRODUK BIDANG PERTANIAN.

Pasal |

Ketentuan angka 1Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 75/Permentan/0OT.140/11/2011 tentang Lembaga
Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 779) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
1. LS-Pro Alat dan Mesin Pertanian, dengan ruang lingkup

alat dan mesin pertanian, berkedudukan di Direktorat

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
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Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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